
 

 

 

 

BUPATI LABUHANBATU SELATAN 
PROVINSI SUMATERA UTARA 

PERATURAN BUPATI LABUHANBATU SELATAN 

NOMOR 16 TAHUN 2023 

TENTANG 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 

TAHUN ANGGARAN 2023 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI LABUHANBATU SELATAN, 

Menimbang : a. bahwa dengan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan 

asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah, 
dan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya yang harus 

digunakan, maka perlu dilakukan perubahan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Tahun 2023 sebagaimana diatur dalam Peraturan 
Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah 

Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023; 

b. bahwa berdasarkan Pasal 355 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, 
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara 
Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana 
Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, 
Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten ditetapkan 

dengan Peraturan Bupati; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang 

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten 
Labuhanbatu Selatan Tahun Anggaran 2023. 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4421); 

2.  Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pembentukan 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 95, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4868); 

3.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan    Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan 
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang 

Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6856); 

SALINAN 



4.  Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan 
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 6757); 

5.  Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata 
Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana 

Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4817); 

6.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272); 

7.  Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 

Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 
2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6322); 

8.  Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata 
Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6042); 

9.  Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2017 tentang Partisipasi 

Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 225, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6133); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6178); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Sinkronisasi 

Perencanaan dan Penganggaran (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6056); 

12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan 
Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan; 

13. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024; 

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang 
Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah; 

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata 

Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan 
Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah; 

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang 

Sistem Informasi Pembangunan Daerah; 

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang 
Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 

Dan Keuangan Daerah; 



18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah    Tahun 
2023; 

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2022 tentang 
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2023; 

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 
tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran 

Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan 
dan Keuangan Daerah; 

21. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 12 Tahun 2008 

tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi 
Sumatera Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi 

Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12,          Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2008 Nomor 12); 

22. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 5 Tahun 2019  

tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi 
Sumatera Utara Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Provinsi 
Sumatera Utara Tahun 2018 Nomor 5, sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 7 Tahun 
2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Sumatera 

Utara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka 
Menengah Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2019-2023 
(Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Tahun 2021 Nomor 7, 

Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 39); 

23. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 18 Tahun 

2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2012 Nomor 18 Seri 

D Nomor 18); 

24. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 
2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten 

Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu 
Selatan Tahun 2016 Nomor 9 Seri D Nomor 09, Tambahan Lembaran 

Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09) sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu 
Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 9 Tahun 2016 
tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu 

Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 
2021 Nomor 5 Seri D Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05); 

25. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 4 Tahun 
2017 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Labuhanbatu 
Selatan Tahun 2017–2037 (Lembaran Daerah Kabupaten 

Labuhanbatu Selatan Tahun 2017 Nomor 4 Seri D Nomor 04); 

26. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 6 Tahun 

2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 
Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran 
Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 2021 Nomor 6 Seri D 

Nomor 06); 

27. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja 
Pemerintah Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Tahun 

Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan 
Tahun 2022 Nomor 18). 



MEMUTUSKAN: 

Menetapkan:  PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN 

TAHUN ANGGARAN  2023. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan 
Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan daerah otonom. 

3. Bupati adalah Bupati Labuhanbatu Selatan. 

4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Perangkat 
Daerah pada Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu Selatan yang bertanggung jawab 
kepada Bupati dan membantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan. 

5. Perubahan Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disingkat P-
RKPD merupakan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah. 

BAB II 

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 2 

(1) Perubahan RKPD ini menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum 
Anggaran dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara untuk menyusun 
Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023. 

(2) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menguraikan perubahan 
program dan kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun 2023. 

 

(3) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun karena adanya 
perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, 

rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan, keadaan yang menyebabkan saldo 
anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan. 

Pasal 3 

Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan 
sistematika sebagai berikut: 

BAB I : PENDAHULUAN 
BAB II : EVALUASI HASIL TRIWULAN II (TRIWULAN DUA) TAHUN 2023 
BAB III : KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH 

BAB IV : SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 
BAB V : RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH 

 BAB VI : PENUTUP 

BAB III 
MATERI RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH 

Pasal 4 

Materi yang terkandung di dalam Perubahan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan 
adalah Kerangka Otonomi Daerah, Prioritas Pembangunan Daerah, Rencana Kerja yang 

belum tertuang dalam perencanaan sebelumnya dan pendanaannya, baik yang 
dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan 

mendorong partisipasi masyarakat. 



Pasal 5 

Uraian Materi Perubahan RKPD Kabupaten Labuhanbatu Selatan secara lengkap 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini. 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 6 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini 
dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan. 

Ditetapkan di Kotapinang  

pada tanggal 31 Juli 2023 

BUPATI LABUHANBATU SELATAN, 

 ttd 

 H. EDIMIN 

Diundangkan di Kotapinang 

pada tanggal 31 Juli 2023 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN, 

ttd 

HERI WAHYUDI M 

BERITA DAERAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 16 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

ttd 

Y. ARIFIN, SH, MH 
NIP.19810112 201101 1003 


